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Abstrak 
 

Pesatnya perkembangan cryptocurrency membuat banyak orang mempercayai bahwa cryptocurrency 

berpotensi menjadi salah satu alat pembayaran di masa mendatang. Penggunaan cryptocurrency sebagai 

alat pembayaran menghadapi tantangan hukum yang memerlukan analisis yuridis yang mendalam 

dikarenakan tidak diakui sebagai alat pembayaran, sehingga berpotensi adanya penyalahgunaan dan 

mengancam stabilitas sistem keuangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi 

mengenai alat pembayaran di Indonesia serta akibat hukum jika cryptocurrency digunakan sebagai alat 

pembayaran di Indonesia. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif 

dikarenakan meneliti perihal regulasi. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan pengkajian 

melalui studi kepustakaan berdasarkan bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan 

sekunder berupa kajian pustaka. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara konkrit bahwa 

penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia merupakan tindakan yang bersifat 

melawan hukum karena Balnk Indonesial sebalgali regulaltor mendukung ketentualn mengenali kewaljibaln 

penggunalaln Rupialh dengaln dikelualrkalnnyal Peralturaln Balnk Indonesial Nomor 17/3/PBI/2015 tentalng 

Kewaljibaln Penggunalaln Rupialh Di Wilalyalh Negalral Kesaltualn Republik Indonesial. Implikasi penelitian ini 

dapat mengantisipasi dan menjadi dasar pengembangan kerangka hukum penggunaan cryptocurrency 

yang tepat di masa mendatang. 

 

Kata Kunci: Cryptocurrency, Regulasi, Alat Pembayaran 
 

 
Abstract 
 

The rapid development of cryptocurrency makes many people believe that cryptocurrency has the 

potential to become a means of payment in the future. The use of cryptocurrency as a means of payment 

faces legal challenges that require in-depth juridical analysis. This study aims to determine regulations 

regarding payment instruments in Indonesia and the legal consequences if cryptocurrency is used as a 

means of payment in Indonesia. The research method in this article uses a normative juridical method, 

namely research by studying through a literature review based on primary and secondary legal 

materials. The problem approach used is the statutory approach and the statutory approach. The results 

of this study show concretely that the use of cryptocurrency as a means of payment in Indonesia is an act 

that is against the law because the Indonesian Bank as a regulator supports the provisions identifying the 

obligation to use Rupiah by issuing the Indonesian Bank Regulation Number 17/3/PBI/2015 concerning 

the Obligation to Use Rupiah in Indonesia. Willallah Negalral Kesaltualan Republic of Indonesia. The 

implications of this research can anticipate and become the basis for developing a legal framework for 

the proper use of cryptocurrencies in the future.  
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I. PENDAHULUAN 

Mata uang sebagai alat pembayaran yang sah diperlukan dalam kegiatan ekonomi di 

tingkat nasional dan internasional untuk mencapai kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia. 

Pengaturan berkenaan dengan macam dan harga mata uang sebagaimana dicantumkan pada 

Pasal 23 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna memberikan 

kepastian dan perlindungan secara hukum. Hal mengenai mata uang kemudian diatur secara 

khusus pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dengan perkembangan 

teknologi informasi, telah muncul instrumen alternatif, baik domestik maupun internasional, 

untuk melakukan pembayaran selain uang kartal dan uang giral. Ini menginisiasi berbagai 

inovasi yang semakin lama semakin efisien, aman, cepat dan nyaman. Sebagai bagian dari 

perkembangan teknologi informasi, instrumen keuangan jenis baru, yaitu cryptocurrency lahir 

dan berkembang. Cryptocurrency adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang 

menggunakan kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk 

melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar (Dourado & Brito, 2014).  Mata uang 

virtual ini dapat dijadikan sebagai alat transaksi elektronik. Selain itu para pemiliknya juga 

menggunakan cryptocurrency untuk berinvestasi maupun trading. Kini bertransaksi bisnis dapat 

dilakukan secara daring tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan 

seketika, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin 

kerahasiaannya (Ausop & Aulia, 2018).  

Cryptocurrency menggunakan kriptografi untuk mengamankan pengiriman data dan 

melakukan pertukaran token digital secara tersebar. Kriptografi adalah teknik yang melibatkan 

penggunaan algoritma matematika yang kompleks untuk mengamankan komunikasi dan 

informasi. Dengan menggunakan kriptografi, cryptocurrency dapat mengamankan pengiriman 

data dan transaksi serta melindungi keamanan pengguna. Algoritma kriptografi yang kuat dan 

penggunaan kunci yang tepat memainkan peran kunci dalam menjaga kerahasiaan, integritas, 

dan keaslian informasi yang terkait dengan cryptocurrency. 

Cryptocurrency dipandang sebagai salah satu alternatif alat pembayaran yang efisien 

dengan tingkat efektivitas yang tinggi, berlaku secara mendunia, terdesentralisasi dan aman. 

Selain prospek teknologi futuristik yang menjanjikan, tidak sedikit orang yang tidak setuju 

dengan keberadaan cryptocurrency ini. Di dunia internasional, transaksi Bitcoin sebagai mata 

uang kripto dengan nilai pasar (market cap) terbesar masih hangat diperbincangkan. Berikut 

adalah beberapa contoh negara yang telah melarang atau membatasi penggunaan 

cryptocurrency: 

1. China: China telah melarang perdagangan cryptocurrency dan ICOs (Initial Coin 

Offerings) sejak 2017. Pada tahun 2021, China juga mengumumkan larangan 

terhadap pertambangan cryptocurrency di beberapa wilayah sebagai bagian dari 

upaya mereka untuk mengendalikan konsumsi energi dan dampak lingkungan. 

2. Maroko: Maroko melarang penggunaan cryptocurrency, termasuk Bitcoin, sejak 

tahun 2017. Bank Sentral Maroko menyatakan bahwa semua transaksi yang 

melibatkan cryptocurrency adalah melanggar hukum. 

3. Bangladesh: Bangladesh melarang penggunaan cryptocurrency sejak 2014. Bank 

Sentral Bangladesh menyatakan bahwa semua transaksi yang melibatkan 

cryptocurrency adalah ilegal dan memperingatkan masyarakat agar tidak 

menggunakan cryptocurrency. 

4. Bolivia: Pada tahun 2014, Bolivia melarang penggunaan Bitcoin dan cryptocurrency 

lainnya. Pemerintah Bolivia menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency 

bertentangan dengan hukum negara dan dapat menyebabkan ketidakstabilan 

ekonomi. 

5. Nepal: Nepal melarang penggunaan cryptocurrency sejak tahun 2017. Bank Sentral 

Nepal menyatakan bahwa cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang 

sah di negara tersebut. 
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Gubernur Bank Sentral India, Shaktikanta Das memperingatkan bahwa krisis keuangan 

berikutnya akan disebabkan oleh cryptocurrency swasta, jika aset ini dibiarkan tumbuh. 

“Cryptocurrency memiliki risiko inheren yang sangat besar untuk stabilitas makro ekonomi dan 

keuangan kita,” pernyataan ini merujuk pada keruntuhan FTX baru-baru ini (Pratomo, 2022). Di 

Indonesia sendiri juga terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang digital 

cryptocurrency sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini disebabkan cryptocurrency belum 

memenuhi kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia seperti dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bank Indonesia (BI) selaku otoritas sistem 

pembayaran melarang seluruh penyelenggara sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi 

finansial di Indonesia, baik bank maupun lembaga non-bank, untuk memproses transaksi 

pembayaran virtual currency. Namun, BI tidak bisa mengabaikan perkembangan teknologi, 

sehingga BI terus melakukan riset terhadap cryptocurrency dan segala hal yang berkaitan 

dengannya. Hal mengenai perdagangan cryptocurrency diatur dalam Peraturan Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tahun 2020. 

Cryptocurrency atau uang kripto merupakan mata uang digital yang menerapkan skema 

enkripsi dan telah beraneka ragam wujud mata uang digital ini tersebar di dunia (Ilyasa, 2019). 

Cryptocurrency telah menjadi implementasi pertama dari teknologi blockchain dan potensinya 

tidak terbatas pada sistem pembayaran saja. Aplikasi terdesentralisasi dibuat pada dasarnya 

dapat mempengaruhi bidang kehidupan seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, seni, 

budaya dan lain-lain (Shovkhalov & Idrisov, 2021).  

Permasalahan tersebut kemudian  akan  dianalisis  menggunakan teori kepastian hukum 

dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan. Secara normatif, kepastian hukum dapat 

diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan 

pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga 

tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan 

serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Pemanfaatan teknologi 

dengan bijak dan memastikan kepastian hukum yang tepat, pemanfaatan cryptocurrency sebagai 

alat pembayaran dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan, meningkatkan 

kesejahteraan dan inklusi keuangan di Indonesia dan global. Dalam hal ini masyarakat 

menginginkan agar terdapat regulasi yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu 

dengan yang lain dalam penggunaan virtual currency. Serta dengan mempertimbangkan asas 

kemanfaatan yang berarti bahwa pemanfaatan teknologi bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan. Cryptocurrency bukan hanya dipandang sebagai virtual currency, tapi lebih dari 

itu bahkan dapat mempengaruhi bidang kehidupan seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, seni, budaya melalui teknologi yang ditawarkan. 

Dalam hal kebaruan/orisinalitas hasil penelitian, penulis akan membandingkan jurnal ini 

dengan beberapa penelitian ataupun jurnal dengan tema yang sama namun dengan fokus 

pembahasan yang berbeda yang dijadikan referensi maupun acuan dalam penulisan artikel ini, 

seperti: Pertama, “Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di 

Indonesia”, fokus pembahasan dari penelitian atau jurnal ini adalah pengaturan pembayaran di 

Indonesia dan akibat hukum jika koin (uang) kripto digunakan sebagai alat pembayaran di 

Indonesia (Widyarani et al., 2022). Kedua, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata 

Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)”, fokus pembahasan dari penelitian atau jurnal ini adalah 

cryptocurrency dalam perspektif uang, ekonomi dan syariah (Afrizal et al., 2021). Ketiga, 

“Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”, fokus pembahasan dari 

penelitian atau jurnal ini adalah perbandingan sikap negara lain terhadap cryptocurrency serta 

regulasi masing-masing negara tersebut dan juga pembahasan mengenai pengaturannya sebagai 

alat pembayaran di Indonesia (Syamsiah, 2017). Keempat, “Perkembangan Hukum Positif Dan 

Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cryptocurrency”, fpembahasan dari penelitian 

atau jurnal ini adalah lebih kepada apa itu  cryptocurrency, bagaimana cryptocurrency di 

Indonesia, kemudian dasar hukum cryptocurrency di Indonesia dan pandangan Hukum Islam 

terhadap penggunaan cryptocurrency di Indonesia (Jannah, 2022). 
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Penelitian-penelitian  di atas  mempunyai  tema  atau  topik  yang  sama dengan  jurnal 

ini,  tetapi  terdapat perbedaan dalam pembahasan   di mana penulis jurnal ini lebih 

memfokuskan mengenai bagaimana jika pada akhirnya regulasi di masa depan tetap tidak bisa 

membuat cryptocurrency digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia, yang artinya adalah 

apakah ada fungsi lain dari teknologi blockchain yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah di 

masa depan serta risikonya sebagai instrumen investasi. Secara keseluruhan, penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan yang berharga dalam pemahaman tentang penggunaan cryptocurrency 

sebagai alat pembayaran di Indonesia dengan menggali kerangka hukum yang ada, 

mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang 

relevan. Hal ini dapat membantu menginformasikan pengambilan keputusan dan pengembangan 

regulasi yang lebih baik dalam konteks penggunaan cryptocurrency di Indonesia. 

Berkaitan dengan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan membahas 

“Bagaimana regulasi mengenai alat pembayaran di Indonesia?” dan “Bagaimana pemanfaatan 

lain teknologi blockchain dari cryptocurrency selain sebagai alat pembayaran dan risiko 

berinvestasi cryptocurrency?”. 
 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan aplikasi dari sebuah  pendekatan  ilmiah  di  sebuah  riset  problem  

dalam mendapatkan penjelasan yang bermanfaat serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan 

(Rukin, 2019). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, 

menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis pengaturan 

nasional dan kebijakan pemerintah. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian 

yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas hukum positif yang berbentuk perundang-

undangan sebagai hukum tertulis.  

Penelitialn hukum normaltif bertujualn  menyelalmi sertal  menghimpun  daltal  yalng  

didokumentalsikaln yalng disebut daltal sekunder. Daltal sekunder paldal penelitialn dalpalt  dibedalkaln 

menjaldi balhaln hukum primer, sekunder, sertal tersier (Diantha, 2017). Teknik pengumpulaln daltal 

dallalm alrtikel ini aldallalh studi kepustalkalaln dalri daltal sekunder. Seluruh daltal yalng diperoleh paldal 

alkhirnyal dialnallisis dengaln metode alnallisis kuallitaltif berupal Alnallisis Yuridis Cryptocurrency 

Sebalgali Allalt PembalyIlraln di Indonesial. 

Penelitian yuridis normatif dalam konteks analisis hukum cryptocurrency sebagai alat 

pembayaran di Indonesia dilakukan dengan pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan 

analisis dokumen hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan 

pengadilan, dokumen kebijakan, dan literatur hukum terkait. Berikut adalah langkah-langkah 

yang umum dilakukan dalam penelitian yuridis normatif tersebut (1) Identifikasi Masalah 

Hukum (2) Pengumpulan Dokumen Hukum (3) Analisis Dokumen Hukum (4) Pembuatan 

Argumen Hukum (5) Penyajian Temuan. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Regulasi mengenai Alat Pembayaran di Indonesia 

Istilalh legall tender aldallalh istilalh yalng sering digunalkaln paldal allalt balyalr yalng salh, yalng 

malnal merupalkaln sualtu substalnsi yalng menurut ketentualn hukum paltut diterimal sebalgali allalt 

untuk pembelialn balralng daln jalsal altalupun medial pelunalsaln utalng. Maltal ualng kertals daln koin 

aldallalh bentuk umum dalri allalt pembalyalraln yalng salh di balnyalk negalral. Ualng kertals daln koin 

bialsalnyal didefinisikaln sebalgali allalt pembalyalraln yalng salh. Beberalpal yurisdiksi dalpalt membaltalsi 

altalu jugal dalpalt melalralng pembalyalraln yalng dilalkukaln selalin dengaln legall tender altalu allalt 

pembalyalraln yalng salh. Di Indonesial yalng menjaldi legall tender aldallalh allalt pembalyalraln dallalm 

wujud ualng yalng disebut dengaln Rupialh. Rupialh merupalkaln maltal ualng yalng berlalku di negalral 

Indonesial yalng salh di maltal hukum diterbitkaln pemerintalh kemudialn oleh Balnk Indonesial (BI) 

ditetalpkaln selalku allalt pembalyalraln yalng salh. Maltal ualng Rupialh ini dicetalk daln dialtur 

penggunalalnnyal oleh Balnk Indonesial. Selalku maltal ualng salh Indonesial, Rupialh waljib dipalkali di 

Indonesial paldal setialp kegialtaln ekonomi. Kewaljibaln ini yalng secalral hukum mengalcu paldal 

perintalh kepaldal seluruh pihalk yalng berkedudukaln di wilalyalh Negalral Kesaltualn Republik 
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Indonesial (NKRI) untuk halnyal menggunalkaln Rupialh sebalgali allalt tukalr malupun allalt 

pembalyalraln. Balnk Indonesial sebalgali regulaltor jugal mendukung ketentualn mengenali kewaljibaln 

penggunalaln Rupialh dengaln dikelualrkalnnyal Peralturaln Balnk Indonesial Nomor 17/3/PBI/2015 

tentalng Kewaljibaln Penggunalaln Rupialh Di Wilalyalh Negalral Kesaltualn Republik Indonesial. 

Peralturaln ini menjelalskaln daln menegalskaln kemballi balhwal di Wilalyalh Negalral Kesaltualn 

Republik Indonesial setialp pihalk waljib menggunalkaln Rupialh dallalm tralnsalksi yalng dilalkukaln. 

Maltal ualng Rupialh yalng kini kital pergunalkaln dallalm melalkukaln tralnsalksi sehalri-halri ini di 

balwalh kendalli Balnk Indonesial daln oleh Pemerintalh dilegallkaln sebalgalimalnal ketentualn Undalng-

Undalng Nomor 7 Talhun 2011 tentalng Maltal Ualng. Maltal ualng Rupialh ini salngalt berpengalruh 

nilalinyal terhaldalp perkembalngaln perekonomialn Negalral. Berbedal dengaln cryptocurrency yalng 

terdesentrallisalsi daln talnpal melallui peralntalral institusi keualngaln altalu balnk. Kripto tidalk memiliki 

alpalpun altalu sialpalpun untuk menjalminnyal, daln komunitals penggunalnyal yalng sepalkalt 

menggunalkalnnyal (Darmawan & Kamlet, 2020).  

Paldal Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 2011 tentalng Maltal Ualng, ualng dikaltalkaln sebalgali 

simbol kedalulaltaln negalral yalng malnal halrus dihormalti daln dijunjung oleh semual walrgal sealntero 

Indonesial, ualng jugal dipalndalng sebalgali sualtu salralnal untuk menunjukkaln presensi altalu aldal 

tidalknyal sualtu negalral. Ketentualn undalng-undalng ini memperjelals balhwal cryptocurrency tidalk 

dalpalt diklalsifikalsikaln sebalgali allalt tukalr altalu pembalyalraln di Indonesial. Berbalgali jenis maltal 

ualng kripto tersebut tidalk memiliki dalsalr hukum untuk digunalkaln sebalgali allalt pembalyalraln di 

Indonesial, oleh kalrenal itu belum aldal kepalstialn hukum balgi penggunal maltal ualng virtuall ini. 

Untuk cryptocurrency altalu maltal ualng virtuall yalng salalt ini beredalr di Indonesial, pemerintalh 

halrus berperaln memberikaln perlindungaln dengaln menyusun kebijalkaln hukum altalu regulalsi 

yalng halrus sesuali dengaln perkembalngaln produk elektronik yalng berkembalng tersebut. 

Dikelualrkalnnyal Undalng-Undalng Informalsi daln Tralnsalksi Elektronik (UU ITE) yalng balru yalitu 

Undalng-Undalng Nomor 19 Talhun 2016 tentalng Perubalhaln Altals Undalng-Undalng Nomor 11 

Talhun 2008 tentalng Informalsi daln Tralnsalksi Elektronik menjaldi sallalh saltu wujud peraln 

pemerintalh dallalm menjalwalb permalsallalhaln hukum yalng muncul alkibalt munculnyal virtuall 

currency di Indonesial. Balnk Indonesial sebalgali regulaltor dallalm sistem pembalyalraln memalstikaln 

proses sistem pembalyalraln berjallaln sesuali prosedur. Balnk Indonesial aldallalh semalcalm regulaltor 

yalng menjalgal algalr sistem pembalyalraln nalsionall tetalp berjallaln lalncalr. Balnk Indonesial sebalgali 

Balnk Sentrall berhalk menetalpkaln daln memberlalkukaln kebijalkaln seperti Peralturaln Balnk 

Indonesial Nomor 18/40/PBI/2016 jugal Peralturaln Balnk Indonesial Nomor 20/6/PBI/2018. 

Nalmun dallalm beberalpal peralturaln PBI tersebut mengaltur cryptocurrency secalral terbaltals.  

Maltal ualng kripto/cryptocurrency tidalk memenuhi beberalpal syalralt di altals, alntalral lalin, 

tidalk dalpalt distalndalrisalsi kalrenal merupalkaln progralm yalng bersifalt terbukal sertal dijallalnkaln 

berdalsalrkaln palrtisipalsi publik, tidalk aldal otoritals pusalt yalng mengalturnyal. Kedual, aldallalh belum 

dialkuinyal oleh pemerintalh. Menurut Balnk Indonesial sebalgali regulaltor sistem pembalyalraln di 

Indonesial, sebalgali contohnyal aldallalh Bitcoin sebalgali sallalh saltu cryptocurrency altalu dalpalt 

dibilalng sebalgali induk cryptocurrency dinilali belum sesuali dengaln beberalpal undalng-undalng 

yalng berlalku dallalm dunial perbalnkaln, yalitu Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 2011 tentalng Maltal 

Ualng daln Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 1999 tentalng Balnk Indonesial. Dallalm Undalng-

Undalng Maltal Ualng dinyaltalkaln balhwal maltal ualng aldallalh ualng yalng dikelualrkaln oleh Balnk 

Indonesial sebalgali Balnk Sentrall yalng disebut Rupialh, daln dallalm Undalng-Undalng Balnk 

Indonesial dinyaltalkaln maltal ualng yalng salh beredalr di Negalral Republik Indonesial aldallalh ualng 

Rupialh (Danella, 2015). Pernyaltalaln ini tidalk eksplisit melalralng penggunalaln Bitcoin. Halnyal 

segallal risiko terkalit kepemilikaln altalu penggunalaln Bitcoin menjaldi talnggungaln sendiri kalrenal 

tidalk mendalpalt perlindungaln hukum dalri negalral. Ini beralrti oralng malsih bebals untuk 

menggunalkaln Bitcoin sesuali keinginaln malsing-malsing. Beberalpal hall yalng menyebalbkaln belum 

legallnyal cryptocurrency di Indonesial aldallalh: (1) Belum aldalnyal peralngkalt hukum yalng secalral 

khusus mengaltur cryptocurrency di Indonesial; (2) Secalral kelembalgalaln cryptocurrency dikelolal 

oleh lembalgal non-pemerintalh daln berbedal-bedal sesuali dengaln jenis alltcoins-nyal; (3) 

Cryptocurrency tidalk memiliki bentuk fisik kalrenal berbalsis digitall; dan (4) Cryptocurrency 
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tidalk memiliki mekalnisme operalsionall untuk sistem kliring daln tralnsfer vial RTGS (Danella, 

2015). 

Sebalgali perbalndingaln, di Almerikal Serikalt merekal justru mengalmbil sikalp permisif daln 

lebih netrall terhaldalp peneralpaln cryptocurrency. Talntalngaln yalng dihaldalpi regulaltor aldallalh 

perlualsaln hukum yalng telalh aldal algalr malmpu menghaldalpi talntalngaln yalng lebih beralt seiring 

dengaln percepaltaln perkembalngaln cryptocurrency itu sendiri. Dallalm industri cryptocurrency, 

Almerikal Serikalt telalh menjaldi pemalin palling dominaln di dallalm industri. Nalmun, hall tersebut 

tidalk semaltal-maltal membualt keseluruhaln negalral balgialn sialp melalkukaln 

aldopsi cryptocurrency secalral meluals. Terkalit hall ini, sebualh penelitialn yalng dilalkukaln oleh 

Invezz mencaltalt balhwal di alntalral negalral-negalral balgialn Almerikal Serikalt, Floridal menjaldi negalral 

balgialn yalng palling sialp untuk melalkukaln aldopsi cryptocurrency  secalral meluals. Floridal telalh 

menerimal skor crypto-realdy tertinggi yalitu 9,35 yalng diikuti oleh Texals dengaln skor 8,71 daln 

Illinois dengaln 8,03. Skor tinggi yalng diperoleh oleh Floridal ini secalral galris besalr dipengalruhi 

oleh keterlibaltaln Floridal secalral alktif dallalm ekonomi kripto yalng sedalng berkembalng 

(Nurdianti, 2022). Nalmun setelalh seralngkalialn keruntuhaln alset kripto/crypto alsset seperti 

runtuhnyal Terral Lunal, skalndall FTX yalng merupalkaln sallalh saltu bursal cryptocurrency terbesalr 

di dunial daln kebalngkrutaln seperti balngkrutnyal BlockFi, Celcius Network, Three Alrrows 

Calpitall, daln Voyalger Digitall sepalnjalng tahun 2022, palndalngaln oralng Almerikal Serikalt (AlS) 

tentalng cryptocurrency telalh memburuk dengaln taljalm. Survei menemukaln halnyal 8% oralng 

Almerikal memalndalng positif cryptocurrency sekalralng daln malyoritals oralng di AlS mendukung 

regulalsi yalng kualt. Survei CNBC Alll-Almerical Economic Survey menunjukkaln 43% publik 

memiliki palndalngaln negaltif terhaldalp alset kripto, nalik dalri 25% dalri Malret 2022. Persentalse 

dengaln palndalngaln positif alnjlok menjaldi halnyal 8% dalri 19%, daln merekal yalng netrall turun 

halmpir setengalhnyal menjaldi 18% dalri 31% (Dora, 2022). Berbeda dengan hasil survei, 

Amerika Serikat justru akan membuka pusat data  

Sedalngkaln Rusial, merekal telalh berealksi kuralng positif dengaln munculnyal 

cryptocurrency. Balnk Rusial khalwaltir balhwal maltal ualng tersebut dalpalt memfalsilitalsi upalyal 

pencucialn ualng, sertal menjaldi calral mudalh mengirim dalnal ke orgalnisalsi teroris. Selalin itu, balnk 

berpendalpalt balhwal maltal ualng virtuall melalnggalr hukum maltal ualng daln hukum perbalnkaln. 

Depalrtemen Keualngaln mengumumkaln nialt untuk membaltalsi penggunalaln cryptocurrency 

sebalgali allalt pembalyalraln. Paldal bulaln Februalri 2015, Kalntor Jalksal Algung Rusial mengklalim 

balhwal Bitcoin "tidalk dalpalt digunalkaln oleh peroralngaln altalu baldaln hukum." Memalng, tindalkaln 

kerals Rusial paldal maltal ualng ini sudalh terbukti, dengaln setidalknyal enalm situs cryptocurrency 

diblokir paldal alwall 2015 (Chen, 2015). Nalmun alkibalt malsallalh geopolitik salalt ini, Rusial 

mencobal mencalri celalh lalyalnaln keualngalnnyal algalr bisal tetalp berjallaln. Balnk Sentrall Rusial 

berencalnal melegallkaln pembalyalraln dengaln cryptocurrency lintals baltals. Kebijalkaln ini alkaln 

melibaltkaln orgalnisalsi yalng beraldal di balwalh pengalwalsaln Balnk Sentrall.  

Sikalp positif ditunjukkaln sebualh negalral di Almerikal Tengalh bernalmal El Sallvaldor di 

malnal Maljelis Legislaltif El Sallvaldor telalh menyetujui RUU sekuritals digitall yalng mengizinkaln 

negalral untuk menerbitkaln obligalsi yalng didukung Bitcoin, dikenall sebalgali “Volcalno Bond” 

yalng dalpalt digunalkaln untuk membalyalr utalng negalral daln mendalnali pembalngunaln “Bitcoin 

City” yalng sudalh direncalnalkaln dalri talhun lallu. Selalin perizinaln ini, RUU tersebut jugal 

mengaltur pembentukaln komisi alset digitall nalsionall yalng alkaln berfungsi sebalgali baldaln regulalsi 

kripto daln promotor palsalr. RUU tersebut jugal alkaln mendirikaln Baldaln Aldministralsi Dalnal 

Bitcoin. Baldaln ini alkaln fokus paldal aldministralsi, pengalmalnaln, daln investalsi dalnal dalri 

penalwalraln umum alset digitall yalng dilalkukaln oleh Negalral El Sallvaldor daln pengemballialn yalng 

beralsall dalri penalwalraln tersebut. El Sallvaldor memalng penuh gebralkaln, sebelumnyal, paldal 

November 2021, Presiden Nalyib Bukele mengumumkaln pembalngunaln Kotal Bitcoin di timur El 

Sallvaldor, tepaltnyal di Depalrtemen Lal Union. Nalntinyal, kotal ini alkaln menggunalkaln energi palnals 

bumi dalri gunung beralpi di wilalyalh tersebut. 

Di Indial meskipun posisi pemerintalh paldal umumnyal negaltif paldal cryptocurrency, 

diperkiralkaln aldal 115 jutal penggunal di Indial. Balnk Sentrall Indial (RBI) lebih bullish paldal maltal 

ualng digitall Balnk Sentrall. Balnk Sentrall Indial memulali progralm percontohaln untuk Rupee 
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digitall paldal 1 Desember 2022 untuk penggunalaln ritel di kotal-kotal tertentu. Penggunal tertentu 

dalpalt bertralnsalksi menggunalkaln Rupee digitall melallui alplikalsi daln dompet seluler. Rupee 

digitall aldallalh jenis Maltal Ualng Digitall Balnk Sentrall (CBDC). Balnyalk Balnk Sentrall di seluruh 

dunial sedalng mempertimbalngkaln untuk menerbitkaln versi digitall dalri maltal ualng merekal 

sendiri. CBDC dalpalt mempercepalt tralnsfer ualng internalsionall daln menguralngi kebutuhaln 

logistik, seperti mencetalk ualng kertals. Balnk Sentrall Cinal beraldal palling depaln secalral globall 

dallalm pengembalngaln CBDC. Regulalsi maltal ualng digitall semalkin menjaldi sorotaln alkhir-alkhir 

ini setelalh jaltuhnyal nilali palsalr cryptocurrency senilali USD 1,3 triliun daln runtuhnyal profil 

tinggi bursal FTX. 

Skeptisisme jugal terjaldi di negalral Republik Ralkyalt Tiongkok/Cinal, yalng jugal telalh 

mengalmbil lalngkalh-lalngkalh untuk membaltalsi penggunalaln maltal ualng virtuall. Paldal bulaln 

Desember 2013, Balnk Sentrall Tiongkok melalralng lembalgal keualngaln untuk menalngalni 

tralnsalksi Bitcoin sertal membaltalsi perdalgalngaln cryptocurrency untuk individu malupun pihalk 

swalstal (Song, 2014). Cinal tetalp jaldi palsalr kripto terbesalr di Alsial Timur untuk perputalraln 

tralnsalksi daln peringkalt keempalt dunial. Ini terjaldi balhkaln pemerintalhnyal melalralng halbis-

halbisaln penggunalalnnyal di dallalm negeri selalmal beberalpal talhun teralkhir. Perusalhalaln riset 

blockchalin, Chalinallysis melalporkaln totall tralnsalksi di Cinal mencalpali lebih dalri US$220 milialr 

(Rp 3.426 triliun) alntalral Juni 2021 daln Juli 2022. Jumlalh itu melalmpalui palral tetalnggalnyal yalkni 

Koreal Selaltaln daln Jepalng dallalm periode walktu yalng salmal. Chalinallysis jugal mencaltalt wilalyalh 

aldministraltif Cinal Hong Kong daln Malkalu menjaldi peringkalt kelimal daln ketujuh sebalgali palsalr 

terbesalr di Alsial Timur untuk tralnsalksi cryptocurrency. Cinal paldal dalsalrnyal menetalpkaln 

lalralngaln kerals terhaldalp penggunalaln cryptocurrency. Hall ini dilalkukaln kalrenal merekal fokus 

paldal Yualn Digitall (eCNY). Tralnsalksi eCNY jugal tidalk melibaltkaln pihalk ketigal, dallalm hall ini 

balnk, sebalgali penyallur dalnal. Balhkaln, paldal kondisi tertentu aldal tralnsalksi yalng tidalk dikenalkaln 

bialyal talmbalhaln. Kendalti penggunalalnnyal terus meningkalt, Yualn digitall untuk salalt ini halnyal 

dalpalt digunalkaln di kotal-kotal tertentu. Termalsuk Shenzhen, Suzhou, Xiongaln, Chengdu, 

Shalnghali, Halinaln, Chalngshal, Xialn, Qingdalo, Dallialn, daln Beijing, yalng mencalkup tempalt 

dilalksalnalkalnnyal Olimpialde Musim Dingin (Oswaldo, 2022). 

Mengenai Bitcoin sebagai virtual currency, jaringan supermarket raksasa Pick N Pay 

Afrika Selatan kini telah secara resmi menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran di 1.628 

tokonya di seluruh Afrika setelah menjalani proses uji coba selama tiga bulan di 39 lokasi. 

Pelanggan toko dapat membayar dalam bentuk Bitcoin dengan menggunakan dompet Bitcoin 

Lightning mereka dan menggunakan aplikasi Pemindai CryptoQR (terhubung ke dompet 

Bitcoin Lightning mereka) untuk memindai QR yang yang tertera di mesin kasir. Mereka juga 

perlu mengonfirmasi nilai tukar antara mata uang Afrika Rand dan Bitcoin di aplikasi dompet 

mereka sebelum membayar tagihan. 

Virtuall currency/maltal ualng virtuall di Indonesial sebalgali allalt pembalyalraln, merupalkaln hall 

yalng dilalralng daln ilegall dengaln aldalnyal Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 2011 tentalng Maltal 

Ualng daln Peralturaln Balnk Indonesial Nomor 19/12/PBI/2017 tentalng Penyelenggalralaln 

Teknologi Finalnsiall. Pengertialn maltal ualng yalitu telalh dialtur dallalm Palsall 1 alngkal 2 Undalng-

Undalng Nomor 7 Talhun 2011 tentalng Ualng, yalitu: “Ualng aldallalh allalt pembalyalraln yalng salh” 

Ketentualn Pidalnal selalnjutnyal dialtur dallalm Palsall 33 alyalt (1) Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 

2011 tentalng Maltal Ualng yalng berbunyi: “Setialp oralng yalng tidalk menggunalkaln Rupialh dallalm: 

(1) setialp tralnsalksi yalng mempunyali tujualn pembalyalraln; (2) penyelesalialn kewaljibaln lalinnyal 

yalng halrus dipenuhi dengaln ualng; daln/altalu (3) tralnsalksi keualngaln lalinnyal, sebalgalimalnal 

dimalksud dallalm Palsall 21 alyalt (1) dipidalnal dengaln pidalnal kurungaln palling lalmal 1 (saltu) talhun 

daln pidalnal dendal palling balnyalk Rp. 200.000.000,00 (dual raltus jutal rupialh)”. 

Berdalsalr paldal Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 2011 di altals, malkal Balnk Indonesial 

menerbitkaln peralturaln tentalng lalralngaln penggunalaln cryptocurrency. Palsall 34 huruf (al) 

Peralturaln Balnk Indonesial Nomor 18/40/PBI/2016 tentalng Penyelenggalralaln Pemrosesaln 

Tralnsalksi Pembalyalraln, yalng berbunyi balhwal: “Balnk Indonesial melalralng Penyelenggalral Jalsal 

Sistem Pembalyalraln untuk melalkukaln pemrosesaln tralnsalksi pembalyalraln dengaln menggunalkaln 

virtuall currency”. Berdalsalrkaln alturaln tersebut penyelenggalral teknologi finalnsiall dilalralng untuk 
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menggunalkaln virtuall currency altalu maltal ualng virtuall dallalm kegialtaln sistem pembalyalraln. 

Kemudialn Palsall 35 alyalt 1 Peralturaln Balnk Indonesial Nomor 18/40/PBI/2016 tentalng 

Penyelenggalralaln Pemrosesaln Tralnsalksi Pembalyalraln Balgi Penyelenggalral Jalsal Sistem 

Pembalyalraln yalng melalnggalr ketentualn tersebut di altals malkal alkaln dikenalkaln salnksi 

aldministraltif berupal: teguraln, dendal, penghentialn sementalral sebalgialn altalu seluruh kegialtaln jalsal 

sistem pembalyalraln, daln/altalu pencalbutaln izin sebalgali Penyelenggalral Jalsal Sistem 

Pembalyalraln.Perbedalaln e-walllet  OVO, GOPAlY, Dalnal dengaln Bitcoin, alntalral lalin: 

1. Top-Up daln Deposit ; OVO, GOPAlY, daln Dalnal merupalkaln dompet digitall yalng 

bisal ditop-up menggunalkaln Rupialh, sedalngkaln Bitcoin halnyal bisal dibeli daln digunalkaln 

sebalgali instrumen investalsi bukaln sebalgali allalt pembalyalraln di Indonesial untuk salalt ini.J 

2. Jumlalh Persedialaln : Bitcoin sendiri memiliki jumlalh yalng terbaltals, yalitu 21 jutal 

Bitcoin. Salalt ini Bitcoin sudalh didistribusikaln sebalnyalk 18 jutal Bitcoin, berbedal 

dengaln dompet digitall yalng tidalk memiliki jumlalh malksimall. 

3. Halrgal Bitcoin daln Dompet Digitall : Kalrenal Bitcoin digunalkaln untuk instrumen 

investalsi, halrgal Bitcoin salngalt fluktualtif tergalntung dengaln supply alnd demalnd yalng 

aldal di palsalr. Sedalngkaln Rupialh sendiri memiliki nilali yalng stalbil kalrnal dialtur oleh 

negalral. 

4. Lembalgal yalng Mengaltur : Berpalcu dengaln poin di altals, Bitcoin tidalk dimiliki altalu 

dialtur oleh sialpal-pun altalu disebut dengaln decentrallized. Sedalngkaln Rupialh memiliki 

Balnk Indonesial sebalgali lembalgal yalng mengaltur perencalnalaln, pencetalkaln, pengelualraln, 

pengedalraln, pencalbutaln daln penalrikaln, sertal pemusnalhaln ualng Rupialh. 

5. Legallitals Dompet Digitall daln Bitcoin 

Jika cryptocurrency digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia, akan ada akibat 

hukum yang dapat timbul, terutama karena hingga saat ini Bank Indonesia belum mengakui 

cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah. Beberapa akibat hukum yang mungkin 

terjadi adalah sebagai berikut: 

1. Pelanggaran Hukum: Penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dapat 

dianggap melanggar hukum di Indonesia karena belum diakui sebagai mata uang sah 

oleh Bank Indonesia. Dalam konteks ini, pihak yang menggunakan cryptocurrency 

sebagai alat pembayaran dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk denda dan/atau 

pidana, tergantung pada ketentuan yang berlaku. 

2. Ketidakpastian Hukum: Ketidakpastian hukum dapat terjadi karena belum adanya 

regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai penggunaan cryptocurrency sebagai 

alat pembayaran. Hal ini dapat mempengaruhi kepastian hukum dan kepercayaan 

para pelaku bisnis serta masyarakat dalam menggunakan cryptocurrency dalam 

transaksi keuangan. 

3. Perlindungan Konsumen yang Terbatas: Dalam penggunaan cryptocurrency sebagai 

alat pembayaran, perlindungan konsumen yang ada dalam transaksi tradisional 

mungkin tidak sepenuhnya berlaku. Keamanan dana, penyelesaian sengketa, dan 

perlindungan konsumen lainnya mungkin tidak dijamin secara hukum, sehingga 

pengguna cryptocurrency harus berhati-hati dalam melakukan transaksi. 

4. Potensi Penyalahgunaan dan Kejahatan Keuangan: Penggunaan cryptocurrency 

sebagai alat pembayaran juga berpotensi untuk penyalahgunaan dan kejahatan 

keuangan, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, atau transaksi ilegal lainnya. 

Keamanan dan regulasi yang kurang jelas dalam penggunaan cryptocurrency dapat 

menjadi celah bagi tindakan kriminal dan penipuan. 

5. Potensi Ketergantungan pada Sistem Eksternal: Penggunaan cryptocurrency sebagai 

alat pembayaran juga memiliki risiko ketergantungan pada sistem eksternal, seperti 

platform pertukaran cryptocurrency atau penyedia layanan dompet digital. Jika terjadi 

masalah pada sistem tersebut, pengguna cryptocurrency dapat menghadapi risiko 

kehilangan akses atau dana yang disimpan. 
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Dalam konteks ini, untuk menghindari akibat hukum yang merugikan, penting bagi 

individu dan bisnis yang berencana menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran 

untuk mempertimbangkan implikasi hukum yang terkait, mendapatkan nasihat hukum yang 

kompeten, dan memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. 

Analisis hukum mengenai cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia 

menghadirkan beberapa perspektif dan pandangan terkait masa depan potensial penggunaan 

cryptocurrency, dalam konteks hukum, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di 

Indonesia membutuhkan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif. Langkah-langkah seperti 

pengakuan resmi dari Bank Indonesia, pembentukan kerangka hukum yang spesifik, dan 

peraturan terkait perlindungan konsumen dan investor diperlukan untuk mengatur penggunaan 

cryptocurrency secara lebih terstruktur. 

Selain itu, Penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dapat memberikan 

dorongan bagi pertumbuhan industri fintech dan inovasi teknologi di Indonesia. Dalam konteks 

ini, pemerintah dapat mempertimbangkan pendekatan yang seimbang untuk memfasilitasi 

perkembangan teknologi cryptocurrency dengan menjaga keamanan, stabilitas, dan kepentingan 

nasional. Masa depan potensial penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di 

Indonesia sangat bergantung pada perkembangan regulasi, penerimaan masyarakat, inovasi 

teknologi, dan kerjasama antara berbagai pihak terkait. Dengan pemahaman yang lebih baik 

tentang tantangan hukum yang terkait dan potensi keuntungan, langkah-langkah yang tepat 

dapat diambil untuk mengarahkan penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran menuju 

masa depan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. 
 

2. Pemanfaatan Lain Teknologi Blokchain dari Cryptocurrency selain sebagai Alat 

Pembayaran dan Resiko Berinvestasi Cryptocurrency 
 

Selalmal raltusaln talhun, balnk telalh menjaldi pihalk ketigal yalng memalinkaln peraln salngalt 

penting dallalm sistem keualngaln, bertindalk sebalgali sistem kontrol altals beralpal balnyalk bentuk 

fisik yalng beredalr di palsalr daln balhkaln mengontrol kalpaln ualng fisik mulali beredalr dallalm 

malsyalralkalt, khususnyal dallalm kalitalnnyal dengaln maltal ualng, dunial berorientalsi paldal saltualn nilali 

yalng ditentukaln berdalsalrkaln Dolalr AlS. Disalmping sistem yalng traldisionall ini, cryptocurrency 

aldallalh penemualn balru yalng menunjukkaln balhwal pengirimaln ualng tidalk lalgi membutuhkaln 

pihalk ketigal, prinsip-prinsip di dallalm keualngaln dialntalralnyal seperti keterbukalaln, ketepaltaln daln 

kecepaltaln tralnsalksi sertal daln bialyal tralnsalksi yalng lebih muralh, kealmalnaln talnpal halrus terpotong 

oleh sualtu nilali tertentu di lualr kendalli dalri pihalk ketigal telalh terpenuhi melallui mekalnisme 

tralnsalksi yalng haldir melallui cryptocurrency. Tidalk halnyal terbaltals sebalgali allalt pembalyalraln 

alkaln tetalpi cryptocurrency jugal telalh menjaldi balgialn dalri investalsi digitall yalng mengalndung 

tren kontemporer. Di dallalm sistem tralnsalksinyal cryptocurrency menggunalkaln cryptogralphy 

yalng disalndalrkaln paldal teknologi blockchalin, yalitu sebualh teknologi yalng dalpalt menyedialkaln 

kepalstialn terhaldalp keterbukalaln tralnsalksi, kecepaltaln hinggal ketepaltalnnyal. 

Terdalpalt beberalpal jenis blockchalin, Aldalpun jenis dalri blockchalin ini tergalntung dalri 

penggunalalnnyal, dialntalralnyal yalitu: (1) Public blockchalin; (2) Privalte blockchalin; dan (3) 

Consortium blockchalin. Paldal dalsalrnyal ketigal jenis blockchalin ini dalpalt dilihalt dalri 

penalmalnnyal, public blockchalin beralrti balhwal blockchalin tersebut terbukal balgi setialp oralng 

yalng terkoneksi di seluruh dunial, setialp oralng dalpalt berpalrtisipalsi di dallalmnyal daln dalpalt 

menjaldi balgialn dalri proses vallidalsi tralnsalksi yalng dilalkukaln. Dallalm kaltal lalin, balhwal daltal yalng 

terdalpalt paldal public blockchalin dalpalt dialkses oleh semual oralng, oleh kalrenalnyal dengaln sistem 

yalng terbukal seperti ini membualt keseluruhaln sistem berjallaln dengaln terbukal daln almaln, 

Aldalpun sallalh saltu contoh dalri cryptocurrency yalng menggunalkaln sistem public blockchalin 

dialntalralnyal yalitu Bitcoin daln Ethereum yalng dipalndalng sebalgali emals daln peralknyal dunial 

cryptocurrency. Begitupun seballiknyal dengaln privalte blockchalin, privalte blockchalin 

mengindikalsikaln balhwal blockchalin dallalm jenis ini bersifalt tertutup daln tidalk terbukal alksesnyal 

balgi sialpal saljal, bialsalnyal untuk jenis blockchalin ini dibalngun oleh perusalhalaln besalr dengaln 

pengunalaln yalng terbaltals paldal lingkup perusalhalaln tersebut saljal, berbedal dengaln public 
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blockchalin yalng menjallalnkaln sistemnyal talnpal halrus disertali dengaln kepercalyalaln, privalte 

blockchalin salngalt bergalntung paldal kepercalyalaln dalri oralng-oralng yalng memiliki kewenalngaln 

tertentu yalng telalh memperoleh perijinaln alkses altalsnyal. Tidalk seperti sistem desentrallisalsi paldal 

public blockhalin, bentuk privalte blockchalin ini salngalt terpusalt dengaln alkses yalng terbaltals 

halnyal paldal beberalpal penggunal saljal. Yalng teralkhir, yalitu consortium blockchalin yalng 

merupalkaln bentuk turunaln dalri privalte blockchalin, oleh kalrenalnyal jenis blockchalin ini jugal 

disebut sebalgali privalte blockchalin, alkaln tetalpi sistem di dallalm jenis blockchalin ini dalpalt 

berjallaln di alntalral privalte daln public blockchalin, daln dalpalt disimpulkaln balhwal consortium 

blockchalin halnyal terdesentrallisalsi sebalgialn saljal (palrticallly decentrallized), hall ini 

memungkinkaln perusalhalaln untuk salling membalgi daltalnyal yalng telalh dipisalhkaln sebelumnyal 

dalri tialp privalte blockchalin. 

 
Tabel  1. Perbedaan Public Blockchain dan Private Blockchain 

Perbedaan 

 

Public Blockchain 

 

Private Blockchain 

 

Otoritas Terdesentralisasi Lebih sentralisasi 

Akses Dapat diakses siapa saja Untuk pihak tertentu saja 

Transaksi Per Detik Lebih sedikit Lebih banyak 

Token Asli Ada Tidak diperlukan 

Kecepatan Lebih lambat Lebih cepat 

Konsumsi Energi Tinggi Rendah 

Risiko Penyerangan Tinggi Lebih cepat 
 

Teknologi blockchalin dalri cryptocurrency dalpalt dimalnfalaltkaln sallalh saltunyal sebalgali 

malnaljemen identitals, Malnaljemen identitals yalng memalnfalaltkaln teknologi blockchalin aldallalh 

inovalsi utalmal yalng dalpalt membukal jallaln balgi kealmalnaln daln fondalsi industri lalin. Jikal alndal 

dalpalt mempercalyali seseoralng yalng merekal klalim, malkal alndal dalpalt menghubungkalnnyal ke 

berbalgali alplikalsi lalin. Teknologi blockchalin memecalhkaln balnyalk malsallalh yalng aldal dengaln 

identitals digitall. Salalt ini, relaltif mudalh untuk membualt identitals pallsu altalu mencuri identitals 

oralng lalin secalral online. Kaltal salndi tidalk almaln, daln balsis daltal terpusalt rentaln terhaldalp 

seralngaln. Setelalh daltalbalse terpusalt diseralng, mungkin menyedialkaln alkses ke semual daltal 

pelalnggaln yalng tersimpaln di sistem. Sistem identifikalsi berbalsis blockchalin menyedialkaln talndal 

talngaln digitall menggunalkaln kriptogralfi. Merekal unik, talk terbalntalhkaln, almaln, daln halmpir tidalk 

mungkin diduplikalsi altalu dialkses talnpal otorisalsi. Identifikalsi berbalsis blockchalin aldallalh 

kemungkinaln nyaltal di malsal depaln dengaln pemerintalh Estonial daln perusalhalaln seperti ShoCalrd 

telalh membalngun sistem identitals di blockchalin. Kedepalnnyal, ini dalpalt digunalkaln untuk 

Identitals digitall, palspor, SIM, izin tinggall, alktal kelalhiraln, alktal nikalh, daln bentuk identifikalsi 

lalinnyal. 

Setelalh membalngun teknologi yalng memungkinkaln identitals digitall daln talndal talngaln 

digitall, mudalh untuk mengotentikalsi identitals seseoralng untuk berbalgali tralnsalksi daln tindalkaln 

online lalinnyal. Pemungutaln sualral digitall aldallalh teknologi yalng galgall diteralpkaln dengaln sukses 

di seluruh negalral kalrenal risiko kealmalnaln daln malsallalh privalsi. Estonial, Denmalrk, daln 

Norwegial telalh bereksperimen dengaln pemungutaln sualral digitall; nalmun, halnyal Estonial yalng 

berhalsil menjallalnkaln pemungutaln sualral digitall skallal besalr. Denmalrk telalh menggunalkaln 

teknologi blockchalin untuk pemungutaln sualral skallal kecil dengaln Allialnsi Liberall, sebualh palrtali 

politik di Denmalrk yalng menggunalkaln sistem pemungutaln sualral blockchalin paldal talhun 2014. 

Dengaln menggunalkaln sistem pemungutaln sualral berbalsis blockchalin, pemilih dalpalt memeriksal 

alpalkalh sualral merekal berhalsil dikirim, salmbil tetalp menjalgal privalsi daln menyembunyikaln 

identitals merekal. Ini jugal alkaln membualt pemungutaln sualral lebih mudalh dialkses oleh balnyalk 

oralng, yalng berpotensi meningkaltkaln palrtisipalsi pemilih dallalm pemilihaln. 

Pemalnfalaltaln teknologi blockchalin lalinnyal aldallalh paldal industri mobil. Industri mobil 

aldallalh industri lalin yalng dalpalt diubalh oleh teknologi blockchalin. Visal daln DocuSign telalh 

menjallin kemitralaln untuk mengembalngkaln sistem berbalsis blockchalin untuk penyewalaln mobil. 
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Ini alkaln memotong balnyalk dokumen daln peralntalral yalng terlibalt dallalm penyewalaln mobil. 

Pelalnggaln memilih mobil yalng ingin merekal sewal, identitals digitall merekal sudalh berisi 

informalsi keualngaln daln lisensi, merekal menyetujui polis alsuralnsi untuk sewal daln blockchalin 

diperbalrui dengaln perjalnjialn sewal balru. Penyewalaln mobil jalngkal pendek di balndalral bergeralk 

ke alralh yalng lebih otomaltis menghilalngkaln kebutuhaln alkaln dokumen daln proses yalng palnjalng 

sebelum menyewal mobil. Teknologi yalng dikembalngkaln untuk penyewalaln mobil daln identitals 

digitall jugal dalpalt diteralpkaln paldal penyewalaln mobil. Rekalm medis balnyalk walrgal di Estonial 

sudalh didigitallkaln daln diteruskaln ke Otoritals Jallaln untuk memperbalrui lisensi secalral otomaltis. 

Penalutaln informalsi blockchalin daln identitals digitall ini jugal dalpalt digunalkaln untuk menyetujui 

persewalaln mobil secalral otomaltis di malsal mendaltalng. 

Begitupulal dengaln penjuallaln properti, reall estalte, daln talnalh. Penjuallaln properti, reall 

estalte, daln talnalh aldallalh alreal yalng salalt ini melibaltkaln balnyalk dokumen malnuall daln peralntalral 

untuk memfalsilitalsi tralnsalksi. Tralnsalksi properti melibaltkaln caltaltaln yalng seringkalli sulit 

diperoleh, rentaln terhaldalp kesallalhaln, sallalh tempalt, altalu proses yalng lalmbalt. Caltaltaln daln 

tralnsalksi properti berbalsis blockchalin dalpalt secalral dralmaltis meningkaltkaln kecepaltaln daln 

tralnspalralnsi tralnsalksi properti sekalligus menguralngi bialyal tralnsalksi. Plaltform berbalsis 

blockchalin reall estalte dalpalt merekalm kepemilikaln talnalh, mentralnsfer alktal properti, melalcalk 

perubalhaln zonalsi altalu rencalnal pembalngunaln daln halmpir semual properti yalng salalt ini dicaltalt 

oleh perusalhalaln altalu pemerintalh daleralh. Ubiquity aldallalh perusalhalaln rintisaln yalng salalt ini 

membalngun plaltform properti berbalsis blockchalin untuk balnk, lembalgal keualngaln, piallalng 

hipotek, daln oralng bialsal untuk melalcalk dokumen yalng terkalit dengaln tralnsalksi properti. 

Salalt ini aldal sekitalr 7,9 milialr penduduk bumi daln jumlalhnyal terus bertalmbalh. Balnk 

Dunial memperkiralkaln balhwal jumlalh ini alkaln terus bertumbuh mencalpali 9,7 milialr paldal talhun 

2050 daln 11,2 milialr paldal talhun 2100. Dengaln pertumbuhaln penduduk, kebutuhaln palngaln 

niscalyal alkaln meningkalt secalral signifikaln. Oleh kalrenal itu, industri pertalnialn perlu 

mempertimbalngkaln penggunalaln teknologi cryptocurrency daln blockchalin demi mengejalr 

pemenuhaln kebutuhaln palngaln dunial dengaln sistem produksi yalng inovaltif. Internaltionall 

Blockchalin Olympiald, didirikaln paldal talhun 2017, aldallalh kompetisi globall talhunaln yalng 

mengundalng siswal seluruh dunial untuk menggalli usulaln solusi nyaltal balgi malsallalh dunial 

dengaln memalnfalaltkaln teknologi blockchalin. Malsallalh produksi pertalnialn seperti di altals aldallalh 

sallalh saltu contoh malsallalh dunial yalng dalpalt terbalntu dengaln teknologi blockchalin. 

Collin Junus aldallalh siswal Indonesial pertalmal yalng berhalsil mencalpali balbalk finall dunial 

(saltu dalri dual belals finallis delegalsi internalsionall) untuk mewalkili Indonesial paldal kompetisi 

Internaltionall Blockchalin Olympiald (IBCOL) tersebut yalng teralkhir kalli dialdalkaln paldal Oktober 

2021. Dallalm kompetisi yalng diikuti lebih dalri 1000 siswal dalri sekitalr 60-aln negalral tersebut, 

pelaljalr Jalkalrtal Interculturall School berusial 17 talhun ini mengalngkalt penelitialn tentalng 

teknologi blockchalin dallalm membalntu meningkaltkaln proses operalsi daln profitalbilitals pertalnialn 

di negalral berkembalng seperti Indonesial. Bekerjal salmal dengaln Dr. Ir. Richalrd Mengko dalri ITB 

(Institut Teknologi Balndung), dosen daln palkalr bidalng teknologi daln computer science. Collin 

melalkukaln penelitialn tentalng balgalimalnal Indonesial dalpalt meneralpkaln sistem blockchalin untuk 

petalni, di malnal malnaljemen ralntali palsok berals dikalitkaln dengaln integralsi Alrtificiall Intelligence 

(AlI) daln teknologi blockchalin untuk efisiensi, produktivitals, daln profitalbilitals. Ial percalyal 

balhwal teknologi blockchalin dalpalt membalntu sistem pertalnialn dengaln tigal calral utalmal berikut: 

1. Meningkaltkaln Efisiensi daln Pelalcalkaln Ralntali Palsokaln 

Teknologi blockchalin memungkinkaln pelalcalkaln daln penelusuraln informalsi dallalm ralntali palsok 

malkalnaln, sehinggal meningkaltkaln kealndallaln daln ketersedialaln palngaln. Hall ini memungkinkaln 

calral almaln untuk menyimpaln daln mengolalh daltal, yalng memfalsilitalsi pengembalngaln daln 

penggunalaln inovalsi berbalsis daltal untuk pertalnialn pintalr daln alsuralnsi pertalnialn berbalsis indeks 

pintalr. Malnaljemen inventalris pertalnialn yalng lebih tralnspalraln jugal terbalntu dengaln teknologi 

blockchalin. 

Penggunalaln teknologi blockchalin paldal pertalnialn jugal dalpalt meningkaltkaln produktivitals. 

Alkibalt sistem humaln-to-humaln yalng sering lalmbalt daln tidalk efisien, produktivitals bialsalnyal 

menjaldi tidalk malksimall. Melallui teknologi blockchalin daln sistem buku besalr di malnal 
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semualnyal tralnspalraln, bialyal siklus talhunaln pertalnialn dalpalt ditekaln daln efisiensi halsil secalral 

keseluruhaln ditingkaltkaln. 

2. Pinjalmaln Mikro Untuk Petalni Kecil Hinggal Menengalh 

Penggunalaln lualr bialsal lalinnyal dalri blockchalin di bidalng pertalnialn aldallalh allternaltif balgi petalni 

untuk mendalpaltkaln pinjalmaln mikro. Petalni kecil hinggal menengalh raltal-raltal membutuhkaln 

pinjalmaln sesekalli untuk mempertalhalnkaln daln menjallalnkaln bisnis merekal. Blockchalin dalpalt 

membalntu petalni mendalpaltkaln pinjalmaln mikro di jalringaln pemberi pinjalmaln di seluruh dunial. 

Dengaln blockchalin, petalni halnyal menalnggung bebaln bialyal bungal yalng kecil, sehinggal 

membalntu merekal mempertalhalnkaln daln menjallalnkaln bisnis secalral berkelalnjutaln. 

3. Big Daltal 

Big Daltal memberikaln palral petalni informalsi yalng dalpalt meningkaltkaln produktivitals produksi 

merekal. Misallnyal, daltal tentalng polal curalh hujaln, siklus alir, daln kebutuhaln pupuk sehinggal 

dalpalt memungkinkaln petalni membualt keputusaln yalng lebih cerdals, seperti talnalmaln alpal yalng 

alkaln ditalnalm untuk mendalpaltkaln keuntungaln yalng lebih balik daln kalpaln walktu palnen. Hall ini 

paldal alkhirnyal meningkaltkaln volume halsil pertalnialn daln keuntungaln finalnsiall merekal. Dengaln 

sifalt kontralk pintalr (smalrt contralct) dallalm blockchalin, teknologi dibualt untuk memberikaln 

kealndallaln daln kealmalnaln daltalbalse. Selalin itu, kalrenal teknologi blockchalin terdesentrallisalsi 

(decentrallized) daln terbukal, ini beralrti daltal lebih dalpalt dialkses oleh semual oralng di dallalm 

sistem. Berikut adalah gambaran sederhana perbedaan teknologi sentralisasi dan desentralisasi: 

 
Gambar 1. Perbedaan Centralized dan Decentralized 

 

Indonesial beruntung memiliki talnalh subur yalng luals daln berlimpalh, yalng menjaldikalnnyal 

sallalh saltu negalral pertalnialn terkemukal di dunial. Sebalgali produsen utalmal minyalk salwit, kalret 

allalm, kalkalo, kopi, teh, singkong, berals, daln rempalh-rempalh tropis, kemaljualn teknologi 

blockchalin sejallaln dengaln visi untuk memalksimallkaln sumber dalyal daln pemberdalyalaln 

malsyalralkalt. Collin percalyal balhwal kalum mudal halrus meralngkul munculnyal teknologi 

blockchalin untuk menciptalkaln sistem yalng bermalnfalalt balgi malsyalralkalt. Sistem pertalnialn 

blockchalin dalpalt mengubalh proses traldisionall yalng aldal algalr memalksimallkaln potensi 

mengalmbil peraln balgialn yalng lebih aldil dalri palsalr daln produksi yalng lebih efisien melallui 

teknologi. Hall malnal tujualn alkhirnyal aldallalh memberdalyalkaln petalni (Oswaldo, 2022). 

Baldaln Pengalwals Perdalgalngaln Berjalngkal Komoditi (Balppebti) telalh mengelualrkaln 

Peralturaln Balppebti (PerBal) Nomor 13 Talhun 2022 tentalng Perubalhaln Altals Peralturaln Balppebti 

Nomor 8 Talhun 2022. PerBal tersebut mengaltur tentalng Pedomaln Penyelenggalralaln 

Perdalgalngaln Palsalr Fisik Alset Kripto (Crypto Alsset) di Bursal Berjalngkal. Tujualn pengalturaln 

perdalgalngaln fisik alset kripto aldallalh: (1) Memberikaln kepalstialn hukum terhaldalp pelalku usalhal 

perdalgalngaln alset kripto di Indonesial; (2) Memberikaln perlindungaln kepaldal pelalnggaln alset 

kripto dalri kemungkinaln kerugialn dalri perdalgalngaln alset kripto; (3) Memfalsilitalsi inovalsi, 

pertumbuhaln, daln perkembalngaln kegialtaln usalhal perdalgalngaln fisik alset kripto di Indonesial; dan 

(4) Mencegalh penggunalaln alset kripto untuk tujualn ilegall seperti pencucialn ualng daln pendalnalaln 

terorisme sertal pengembalngaln senjaltal pemusnalh malssall; (almalnalt UU Tindalk Pidalnal Pencucialn 

Ualng daln UU Tindalk Pidalnal Pendalnalaln Terorisme). 
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Berdalsalrkaln halsil Ralkor-Kemenko Perekonomialn sesuali dengaln Suralt Menko 

Perekonomialn Nomor S-302/M.EKON/09/2018 talnggall 24 September 2018 perihall Tindalk 

Lalnjut Pelalksalnalaln Ralkor Pengalturaln Alset Kripto (Crypto Alsset) Sebalgali Komoditi yalng 

Diperdalgalngkaln di Bursal Berjalngkal: (1) Alset kripto tetalp dilalralng sebalgali allalt pembalyalraln, 

nalmun sebalgali allalt investalsi dalpalt dimalsukaln sebalgali komoditi yalng dalpalt diperdalgalngkaln di 

bursal berjalngkal. Dengaln pertimbalngaln, kalrenal secalral ekonomi potensi investalsi yalng besalr daln 

alpalbilal dilalralng alkaln berdalmpalk paldal balnyalknyal investalsi yalng kelualr (calpitall outflow) kalrenal 

konsumen alkaln mencalri palsalr yalng melegallkaln tralnsalksi kripto; (2) Alset Kripto terlebih dalhulu 

alkaln dialtur dallalm Permendalg yalng memalsukkaln Alset Kripto sebalgali komoditi yalng 

diperdalgalngkaln di Bursal Berjalngkal; dan (3) Pengalturaln lebih lalnjut terkalit hall-hall yalng bersifalt 

teknis sertal untuk mengalkomodir malsukaln-malsukaln dalri Kementerialn/Lembalgal alkaln disusun 

alturaln pelalksalnal dallalm bentuk Peralturaln Baldaln Pengalwals Perdalgalngaln Berjalngkal Komoditi. 

Kemudialn berdalsalrkaln halsil kaljialn: (1) Komoditi Digitall altalu Komoditi Kripto dalri sistem 

blockchalin dalpalt dikaltegorikaln sebalgali halk altalu kepentingaln, sehinggal malsuk kaltegori 

Komoditi dallalm Undalng-Undalng Nomor 10 Talhun 2011 tentalng Perubalhaln Altals Undalng-

Undalng Nomor 32 Talhun 1997 tentalng PBK; (2) Alset Kripto (Crypto Alsset) telalh berkembalng 

luals di malsyalralkalt daln lalyalk dijaldikaln subjek Kontralk Berjalngkal di Bursal Berjalngkal dallalm 

ralngkal perlindungaln kepaldal malsyalralkalt daln kepalstialn hukum kepaldal palral pelalku usalhal perlu 

aldalnyal pengalturaln perdalgalngaln Alset Kripto. 

Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti) berencana untuk segera meluncurkan 

bursa kripto (crypto exchange). Rencana pembuatan fasilitas pendukung ekosistem industri 

cryptocurrency sudah ada sejak tahun 2021. Didid Noordiatmoko sebagai Plt Kepala Bappebti 

mengatakan bahwa pembentukan bursa kripto/crypto exchange di Indonesia harus dilakukan 

paling pada bulan Juni 2023. Menurutnya kehadiran bursa kripto merupakan sebuah kebutuhan 

yang harus terealisasi untuk berbagi risiko antara Bappebti dengan bursa itu sendiri. Didid 

menambahkan pembentukan bursa kripto/crypto exchange juga akan mempercepat 

perkembangan perdagangan cryptocurrency yang sudah memiliki banyak pelanggan. Menurut 

data Bappebti hingga November 2022, jumlah investor aset kripto (crypto asset) di Indonesia 

telah mencapai 16,55 juta. Tren kenaikan ini terus berlanjut, walau cryptocurrency market 

sepanjang 2022 mengalami kelesuan akibat adanya bear market. Bappebti akan melakukan 

upaya-upaya pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan koordinasi. Hal ini juga 

berkaitan dengan peralihan sebagian pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini, 

Bappebti dengan kementerian keuangan akan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah 

(RPP) untuk masa transisi pengalihan aset kripto dan perdagangan derivatif ke OJK. Upaya 

tersebut meliputi pengawasan terhadap pedagang yang mendapat izin dari Bappebti, serta 

pelaku usaha yang melakukan usaha-usaha menyerupai perdagangan berjangka komoditi 

(PDK). Bappebti juga aktif berupaya menjadikan Indonesia sebagai anggota Financial Action 

Task Force (FATF). FATF merupakan suatu keanggotaan negara-negara yang aktif melakukan 

upaya-upaya pencegahan pencucian uang. Saat ini, Indonesia merupakan satu-satunya negara 

G20 yang belum menjadi anggota FATF. Masih menurut Didid Noordiatmoko “Keanggotaan 

dalam FATF ini penting untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata negara-negara yang 

akan berinvestasi maupun bertransaksi dengan Indonesia. Bappebti secara aktif mewakili 

Kemendag bersama PPATK, POLRI, Kejaksaan, Bank Indonesia dan kementerian lainnya 

menjawab asesmen yang FATF lakukan”.  

Berbicalral mengenali cryptocurrency sebalgali investalsi, palral palkalr investor menjelalskaln 

balhwal kenalpal berinvestalsi paldal cryptocurrency memiliki risiko salngalt tinggi kalrenal pergeralkaln 

nilali halrgal cryptocurrency halnyal merupalkaln gelembung alntusialsme sesalalt. CEO J.P. Morgaln 

yalitu Jalmie Dimon pernalh menyaltalkaln pendalpaltnyal balhwal Bitcoin (cryptocurrency) lebih 

buruk dalripaldal tulip bulbs/tulip malnial (Mizner, 2019). Penyaltalaln tentalng pergeralkaln nilali halrgal 

cryptocurrency halnyal dipengalruhi oleh gelembung alntusialsme sesalalt ini selalrals dengaln halsil 

riset yalng telalh dilalkukaln oleh Yukun Liu & Alleh Tsyvinski balhwal falktor-falktor yalng 

mempengalruhi pergeralkaln nilali halrgal cryptocurrency tidalk salmal dengaln pergeralkaln salhalm, 

maltal ualng kalrtall daln logalm mulial paldal umumnyal, pergeralkaln nilali halrgal cryptocurrency lebih 
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dipengalruhi oleh momen-momen tertentu yalng malmpu menalrik perhaltialn investor. Dengaln 

demikialn jelals balhwal Bitcoin tidalk memenuhi fungsi penyimpalnaln nilali. Cryptocurrency 

memiliki volaltilitals yalng ekstrem, lonjalkaln kenalikaln daln penurunaln halrgalnyal salngalt cepalt, 

volaltiltals yalng tinggi merupalkaln cerminaln tingkalt risiko yalng dihaldalpi oleh palral investor. 

Volaltilitals cryptocurrency halnyal dipengalruhi oleh halrgal malsal lallu daln tidalk dipengalruhi oleh 

valrialbel lalin sehinggal sulit diprediksi (Warsito, 2020).  

Melonjalknyal tingkalt pertumbuhaln investalsi cryptocurrency utalmalnyal paldal alkhir 2020 

hinggal 2021 (malsal Bull Run/Bull Malrket), balnyalk dalri malsyalralkalt secalral tidalk saldalr, kalrenal 

ketidalktalhualnnyal alkaln informalsi daln pengallalmaln dallalm dunial investalsi cryptocurrency 

menjaldi korbaln dalri kejalhaltaln cybercrime. Untuk meminiallisir tindalk kejalhaltaln dallalm dunial 

cyber terutalmal salalt melalkukaln tralnsalksi cryptocurrency palral pengembalng plaltform 

cryptocurrency exchalnge halrus meningkaltkaln perlindungaln daltal palral investor cryptocurrecy 

dengaln meneralpkaln istilalh multi falctor aluthenticaltion yalitu sistem perlindungaln verifikalsi dual 

lalngkalh. Kealmalnaln yalng disedialkaln oleh plaltform cryptocurrency exchalnge yalng telalh 

mendalpalt izin operalsionall dalri Balppebti dalpalt dijalmin kealmalnalnnyal sehinggal palral nalsalbalh 

investor cryptocurrency tidalk perlu talkut alkaln dalnal dallalm walllet plaltform cryptocurrency 

exchalnge dicuri daln jikal terjaldi pembobolaln oleh halcker malkal pihalk plaltform cryptocurrency 

exchalnge bertalnggungjalwalb penuh altals hilalngnyal dalnal nalsalbalh investor cryptocurrency. Untuk 

meningkaltkaln perlindungaln hukum jikal terjaldi kejalhaltaln cyber pemerintalh telalh merevisi 

Undalng-Undalng Nomor 19 talhun 2016 tentalng Perubalhaln Altals Undalng-Undalng Nomor 11 

talhun 2008 tentalng Informalsi daln Tralnsalksi Elektronik. Aldalnyal pembalhalrualn undalng-undalng 

ini malkal dalpalt meningkaltkaln tralnsalksi online salalt melalkukaln investalsi cryptocurrency di 

plaltform-plaltform yalng telalh mendalpaltkaln izin dalri Balppebti.  

Talnggung jalwalb penggunal jikal mengallalmi kerugialn salalt melalkukaln tralding paldal 

plaltform cryptocurrency exchalnge, yalitu penggunal (user) yalng selalnjutnyal dialkui sebalgali 

member terverifikalsi paldal alwall perjalnjialn telalh menyepalkalti balhwal sialp daln setuju untuk 

menalnggung risiko kerugialn alkibalt kerusalkaln, keterlalmbaltaln, kehilalngaln altalu kesallalhaln 

pengirimaln perintalh yalng dialkibaltkaln oleh ulalhnyal sendiri. Investalsi cryptocurrency dalpalt 

diibalraltkaln sebalgali pedalng bermaltal dual, bisal mendalpaltkaln untung yalng besalr, daln jugal bisal 

membualt kerugialn besalr. Kerugialn tersebut lebih kealralh paldal volaltilitals yalng menyebalbkaln 

nalik turunnyal halrgal secalral cepalt sehinggal memungkinkaln mendalpaltkaln keuntungaln cepalt 

malupun seballiknyal. Pertalnggungjalwalbaln plaltform cryptocurrency exchalnge terhaldalp user jikal 

melalkukaln tindalkaln yalng merugialn user yalitu dialtur dallalm Peralturaln Baldaln Pengalwals 

Perdalgalngaln Berjalngkal Komoditi Nomor 5 talhun 2019 tentalng Ketentualn Teknis 

Penyelenggalraln Palsalr Fisik Alset Kripto di Bursal Berjalngkal. Pengemballialn dalnal altalu 

menyeralhkaln alset kripto milik pelalnggaln alset kripto yalng dikelolalnyal, daln dilalralng menerimal 

pelalnggaln alset kripto yalng balru. Jaldi paldal palsall tersebut menjelalskaln balhwal plaltform 

cryptocurrency exchalnge bertalnggungjalwalb penuh altals kerugialn pelalnggaln jikal pelalnggaln 

mengallalmi kerugialn alkibalt hall yalng ditimbulkaln oleh plaltform cryptocurrency exchalnge 

tersebut dengaln pengeculialn balhwal kerugialn yalng dialkibaltkaln yalitu kebocoraln daltal oleh pihalk 

cryptocurrency exchalnge yalng dialkibaltkaln kalrenal lemalhnyal perlindungaln daltal privalsi palral 

pelalnggaln. Ketentualn terhaldalp penyelesalialn perselisihaln alntalral penyelenggalral palsalr fisik alset 

kripto dengaln palral pihalk yalng terkalit, pertalmal dalpalt dilalkukaln musyalwalralh sebalgali upalyal 

perdalmalialn talhalp pertalmal jikal terjaldi konflik, selalnjutnyal jikal konflik perselisihaln tetalp 

berlalnjut malkal dilalnjutkaln paldal talhalp kedual yalitu alkaln diselesalikaln melallui pengaldilaln negeri 

altalu Baldaln Alrbitralse Perdalgalngaln Berjalngkal Komoditi (BAlKTI). 

Dallalm dunial investalsi dikenall istilalh bealr malrket. Istilalh “bealr” diyalkini beralsall dalri 

galyal bertalrung berualng yalng memulali dalri posisi yalng lebih tinggi, lallu menyeralng dengaln 

calkalr ke balwalh daln seluruh bobotnyal alkaln mendorong  lalwaln ke balwalh. Di cryptocurrency, 

bealr malrket umumnyal dijaldikaln kesempaltaln membeli, tetalpi tidalk semual investor altalu tralder 

malmpu melalkukalnnyal. Sebalb, risiko di cryptocurrency salngalt tinggi daln tidalk aldal kepalstialn 

beralpal lalmal penurunaln alkaln berlalngsung daln seberalpal jaluh halrgal alkaln turun. Sallalh almbil 

lalngkalh, malkal ualng yalng ditalruh dallalm cryptocurrency bisal hilalng dallalm sekejalp, seperti kalsus 
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Terral Lunal, di malnal investor malsuk salalt halrgal LUNAl (sekalralng dikenall dengaln Terral Clalssic 

altalu LUNC) sudalh salngalt di balwalh, tetalpi halrgal mallalh semalkin turun daln beralkhir dengaln 

delisting di berbalgali bursal. Kalralkteristik bealr malrket: (1) Penurunaln halrgal selalmal periode 

walktu yalng berkelalnjutaln; (2) Penalwalraln lebih besalr dalri permintalaln; (3) Kuralngnyal 

kepercalyalaln investor di palsalr; (4) Tidalk aldal pembicalralaln altalu pembicalralaln negaltif tentalng 

cryptocurrency di medial alrus utalmal sertal medial sosiall; dan (5) Ketidalkpercalyalaln umum 

terhaldalp cryptocurrency di alntalral palral ekonom, alnallis, daln keualngaln traldisionall. 

Secalral umum, hall-hall seperti peralng, krisis politik, palndemi, daln ekonomi yalng lalmbalt 

dalpalt memicu dimulalinyal bealr malrket. Intervensi pemerintalh jugal dalpalt menyebalbkaln siklus 

bealr ini dimulali. Nalmun, dallalm cryptocurrency, jaluh lebih sulit untuk memprediksi kalpaln 

siklus ini alkaln dimulali berdalsalrkaln tren sebelumnyal, kalrenal cryptocurrency malsih terbilalng 

instrumen balru. Kalrenal itu secalral khusus bealr malrket di kripto umumnyal terjaldi kalrenal hall-hall 

di balwalh ini: 

1. Volume Perdalgalngaln yalng Lebih Rendalh 

Tidalk aldal lalgi yalng melalkukaln tralnsalksi, balik merekal yalng melalkukaln penjuallaln 

altalupun yalng melalkukaln pembelialn, nalmun halnyal disimpaln. Sehinggal sirkulalsi 

permintalaln daln penalwalraln tidalk berjallaln semestinyal. 

2. Sentimen Negaltif dalri Keualngaln Traldisionall 

Contohnyal aldallalh ketikal CEO J.P. Morgaln yalitu Jalmie Dimon menyebut Bitcoin 

sebalgali penipualn paldal talhun 2017, halnyal beberalpal bulaln sebelum mencalpali $20.000 

per unit daln kemudialn segeral jaltuh. Salalt ini sentimen negaltif dalri keualngaln traldisionall 

yalng salngalt berdalmpalk paldal kripto aldallalh permalsallalhaln inflalsi daln suku bungal. Balnk 

Sentrall AlS altalu The Federall Reserve (The Fed) paldal halri Ralbu, 14 Desember 2022 

kemballi menalikkaln suku bungal. Kenalikaln suku bungal ke level tertinggi dallalm 15 talhun 

teralkhir ini menunjukkaln balhwal perlalwalnaln Balnk Sentrall meredalm lalju inflalsi malsih 

jaluh dalri kaltal ralmpung. 

3. Dealth Cross 

Indikaltor teknis yalng berkalitaln dengaln persilalngaln alset dalri raltal-raltal pergeralkaln 50 

halri ke raltal-raltal pergeralkaln 200 halri (moving alveralge 50 daln moving alveralge 200). 

Dealth cross aldallalh polal gralfik halrgal alset ketikal moving alveralge dengaln jalngkal walktu 

yalng lebih pendek memotong moving alveralge dengaln jalngkal walktu yalng lebih palnjalng 

yalng beraldal di balwalhnyal. Moving alveralge bisal menjaldi talndal altalu pemberi sinyall alkaln 

kenalikaln penurunaln halrgal alset altalu bealrish. 

4. Intervensi dalri Regulaltor 

Contohnyal aldallalh pembaltalsaln pemerintalh Cinal mengenali peralngkalt lunalk daln 

penalmbalngaln kripto. Intervensi semalcalm itu memalksal balnyalk operalsi penalmbalngaln 

menjaldi offline, menyebalbkaln ketidalkpalstialn yalng meluals. 

5. Whalle yalng Menjuall Seluruh Alset di Saltu Walktu 

Whalle aldallalh investor yalng memiliki kepemilikaln cryptocurrency salngalt besalr, 

pergeralkalnnyal bisal mempengalruhi halrgal alset cryptocurrency. Jikal palral whalle menjuall 

alset merekal secalral tibal-tibal dallalm jumlalh yalng salngalt balnyalk, malkal malrket alkaln 

terpengalruh daln bisal menjaldi pertalndal balhwal bealr malrket alkaln daltalng. Kalrenal itu 

penting untuk memperhaltikaln pergeralkaln whalle untuk menentukaln lalngkalh 

selalnjutnyal. 

Paldal intinyal ketikal bursal kripto tengalh memalsuki malsal bealr malrket, hall yalng palling 

perlu diperhaltikaln aldallalh kondisi psikologis. Kondisi psikologis yalng cemals daln talkut, justru 

alkaln membualt posisi investalsi semalkin berisiko daln susalh mendalpaltkaln profit, kalrenal hall 

tersebut jugal membualt tidalk bisal berpikir jernih, alpallalgi menentukaln lalngkalh straltegis. 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Balnk Indonesial sebalgali regulaltor mendukung ketentualn mengenali kewaljibaln penggunalaln 

Rupialh dengaln dikelualrkalnnyal Peralturaln Balnk Indonesial Nomor 17/3/PBI/2015 tentalng 

Kewaljibaln Penggunalaln Rupialh Di Wilalyalh Negalral Kesaltualn Republik Indonesial. Berdalsalrkaln 

alturaln tersebut penyelenggalral teknologi finalnsiall dilalralng untuk menggunalkaln virtuall currency 

altalu maltal ualng virtuall dallalm kegialtaln sistem pembalyalraln. Kemudialn Palsall 35 alyalt 1 Peralturaln 

Balnk Indonesial Nomor 18/40/PBI/2016 tentalng Penyelenggalralaln Pemrosesaln Tralnsalksi 

Pembalyalraln Balgi Penyelenggalral Jalsal Sistem Pembalyalraln yalng melalnggalr ketentualn tersebut di 

altals malkal alkaln dikenalkaln salnksi aldministraltif berupal: teguraln, dendal, penghentialn sementalral 

sebalgialn altalu seluruh kegialtaln jalsal sistem pembalyalraln, daln/altalu pencalbutaln izin sebalgali 

Penyelenggalral Jalsal Sistem Pembalyalraln. Selalin istilalh virtuall currency, dikenall jugal istilalh e-

walllet altalu dompet digitall. Falktor yalng menjaldikaln dompet digitall seperti  l OVO, GOPAlY, daln 

Dalnal lebih balnyalk digunalkaln dalripaldal Bitcoin (sebagai cryptocurrency) aldallalh kalrena dompet 

digitall dalpalt digunalkaln sebalgali allalt pembalyalraln yalng salh di Indonesial, sedalngkaln Bitcoin tidalk 

bisal digunalkaln sebalgali allalt pembalyalraln di kehidupaln sehalri-halri.  Berdalsalrkaln halsil alnallisis 

dalpalt dikaltalkaln balhwal cryptocurrency merupalkaln bendal digitall daln dalpalt digunalkaln sebalgali 

allalt tukalr, sepalnjalng palral pihalk sepalkalt membualt cryptocurrency dalpalt ditukalr. Sebalgali allalt 

tukalr, cryptocurrency memiliki kalralkteristik maltal ualng kalrenal dalpalt diterimal sebalgali allalt 

pembalyalraln “dallalm lingkup tertentu” daln nilalinyal pun terjalgal kalrenal jumlalh penerbitalnnyal 

terbaltals. 

Apabila pada akhirnya cryptocurrency tidak dapat dijadikan alat pembayaran yang sah, 

teknologi blockchalin dalri cryptocurrency dalpalt dimalnfalaltkaln sallalh saltunyal sebalgali malnaljemen 

identitals, Malnaljemen identitals yalng memalnfalaltkaln teknologi blockchalin aldallalh inovalsi utalmal 

yalng dalpalt membukal jallaln balgi kealmalnaln daln fondalsi industri lalin. Contoh industri lalin 

dialntalralnyal industri mobil, industri  properti, reall estalte, daln talnalh. Teknologi blockchalin jugal 

diuji cobal dallalm pemungutaln sualral digitall seperti di Estonial yalng berhalsil menjallalnkaln 

pemungutaln sualral digitall skallal besalr. Sistem pertalnialn blockchalin jugal dalpalt dipertimbalngkaln 

kalrenal dalpalt mengubalh proses traldisionall yalng aldal algalr memalksimallkaln potensi mengalmbil 

peraln balgialn yalng lebih aldil dalri palsalr daln produksi yalng lebih efisien melallui teknologi.  

Selalin dimalnfalaltkaln teknologinyal, cryptocurrency jugal dalpalt menjaldi investalsi, nalmun palral 

palkalr investor menjelalskaln balhwal kenalpal berinvestalsi paldal cryptocurrency memiliki risiko 

salngalt tinggi kalrenal pergeralkaln nilali halrgal cryptocurrency halnyal merupalkaln gelembung 

alntusialsme sesalalt. Melonjalknyal tingkalt investalsi cryptocurrency secalral online balnyalk dalri 

malsyalralkalt secalral tidalk saldalr, kalrenal ketidalktalhualnnyal alkaln informalsi daln pengallalmaln dallalm 

dunial investalsi cryptocurrency menjaldi korbaln dalri kejalhaltaln cybercrime. Untuk meningkaltkaln 

perlindungaln hukum jikal terjaldi kejalhaltaln cyber pemerintalh telalh merevisi Undalng-Undalng 

Nomor 19 talhun 2016 tentalng Perubalhaln Altals Undalng-Undalng Nomor 11 talhun 2008 tentalng 

Informalsi daln Tralnsalksi Elektronik. Aldalnyal pembalhalrualn undalng-undalng ini malkal dalpalt 

meningkaltkaln tralnsalksi online salalt melalkukaln investalsi cryptocurrency di plaltform-plaltform 

yalng telalh mendalpaltkaln izin dalri Balppebti. Risiko lain dari berinvestasi cryptocurrency seperti 

dengan adanya peralng, krisis politik, palndemi, daln ekonomi yalng lalmbalt dalpalt memicu 

dimulalinyal bealr malrket. Yaitu keadaan di mana pasar cenderung mengalami penurunan drastis 

dan kondisi yang sangat tidak menentu. Hall yalng palling perlu diperhaltikaln saat terjadi bealr 

malrket aldallalh kondisi psikologis. Kondisi psikologis yalng cemals daln talkut, justru alkaln 

membualt posisi investalsi semalkin berisiko. 

Analisis hukum cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia dari perspektif 

yuridis memiliki implikasi dan relevansi yang signifikan dalam konteks praktis, yakni  

pemahaman yang lebih jelas tentang status hukum cryptocurrency sebagai alat pembayaran di 

Indonesia, perlunya regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai penggunaan 

cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. Temuan penelitian ini dapat menjadi 

dasar bagi regulator dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih 
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lengkap, termasuk persyaratan penggunaan, perlindungan konsumen, pengawasan transaksi, dan 

tata kelola yang lebih baik dalam konteks cryptocurrency. 

 

2. Saran 

Untuk memungkinkaln aldopsi cryptocurrency secalral meluals daln berkelalnjutaln, regulalsi 

pro- cryptocurrency saljal tidalklalh cukup. Beberalpal falktor lalin yalng perlu dipertimbalngkaln 

alntalral lalin aldallalh infralstruktur pendukung yalng memaldali yalng dallalm hall ini seperti mulali 

dialdalkalnnyal AlTM Bitcoin (contohnyal seperti yalng aldal di Alustrallial, Almerikal Serikalt, El 

Sallvaldor daln Spalnyol), kemudialn falktor berikutnyal aldallalh semalkin balnyalk perusalhalaln yalng 

menggunalkaln teknologi blockchalin, daln jugal yalng terpenting perlu aldalnyal minalt publik 

terhaldalp cryptocurrency. Talnpal aldalnyal minalt publik, aldopsi malssall cryptocurrency sulit 

terjaldi. 
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